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ABSTRAK

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN
PERKARA DAMAI TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PELECEHAN
SEKSUAL
(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)

Oleh
LISA WULANDARI

Penerapan restorative justice menjadi salah satu penyelesaian dari suatu kasus
tindak pidana. Dalam penyelesaian kasus tindak pidana pelecehan seksual
penerapan restorative justice ini tidak bisa menjadi salah satu untuk
menyelesaikan kasus tindak pidana pelecehan seksual tersebut. Hal ini
dikarenakan bertentangan dengan regulasi hukum yang sudah diatur, yaitu pada
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual. Pemasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah penyelesaian
kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual secara Damai melalui Restorative Justice
menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual. Apakah Faktor Penghambat dalam Penerapan Penyelesaian
Restorative Justice terhadap Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan
yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan data primer, dan
bahan data tresier. Sumber data di lapangan diperoleh penulis dari hasil
wawancara Penyidik Unit PPA Polresta Bandar Lampung dan Dosen Bagian
Hukum Pidana Universitas Lampung. Setelah data terkumpul penulis
menganalisis dengan mengunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam
penyelesaian secara damai terhadap kasus tindak pidana pelecehan seksual ini
tidak bisa diselesaikan dengan menerapkan restorative justice. Regulasi hukum
mengenai tindak pidana pelecehan seksual ini sudah ditetapkan dalam Undang-
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual
dengan tujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual; melindungi, dan
memulihkan korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
mewujudkan  lingkungan tanpa  kekerasan  seksual; dan  menjamin
ketidakberlangsungan kekerasan seksual. Sehingga dalam hal ini penerapan
restorative justice terhadap kasus tindak pidana pelecehan seksual ini tidak bisa
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dilakukan, dikarenakan akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. kemudian dikarenakan
faktor penghambat tercapainya penyelesaian secara restorative justice dalam
tindak pidana pelecehan seksual yaitu bagi aturan yang tidak diberlakukan dengan
sesuai seperti faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan
prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan masyarakat Indonesia.

Saran yang dapat penulis berikan diharapkan Aparat Penegak Hukum (APH)
dalam menjalankan wewenangnya untuk benar-benar sesuai dengan regulasi
hukum yang sudah diberlakukan, dengan mengedepankan hukum yang berlaku
secara adil dan memastikan hukum tersebut berlaku pada tindak pidana pelecehan
seksual. Dan mendapatkan perlindungan sanksi dan korban harus dilindungi
sesuai dengan aturan yang diberlakukan dengan secara cepat, teliti, dan singgap
untuk melindungi korban tindak pidana pelecehan seksual guna untuk melindungi
sanksi dan korban agar merasa aman dan nyaman sampai korban kembali benar-
benar pulih seperti semula.

Kata Kunci : Restorative Justice, Pelecehan Seksual, Korban.



ABSTRAC

APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE SETTLEMENT OF
CASES OF SEXUAL HARASSMENT
(Case Study at Bandar Lampung Police Station)

By
LISA WULANDARI

The application of restorative justice is one of the solutions to a criminal case. In
resolving cases of sexual harassment, the application of restorative justice cannot
be one of the ways to resolve cases of sexual harassment. This is because it is
contrary to the legal regulations that have been regulated, namely Law Number
12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. The problems in this
research are: How is the peaceful settlement of sexual harassment cases through
Restorative Justice according to Law Number 12 of 2022 concerning Criminal
Acts of Sexual Violence. What are the inhibiting factors in the implementation of
Restorative Justice settlement of sexual harassment crime cases.

This research uses normative juridical approach and empirical juridical
approach. The data sources in this research are primary data materials, and
tresier data materials. Sources of data in the field were obtained by the author
from the results of interviews with PPA Unit Investigators of Bandar Lampung
Police and Lecturers of the Criminal Law Section of Lampung University. After
the data is collected, the author analyzes it by using qualitative analysis.

The results of this study indicate that the application of restorative justice in the
peaceful settlement of sexual harassment criminal cases cannot be resolved by
applying restorative justice. Legal regulations regarding the crime of sexual
harassment have been stipulated in Law Number 12 of 2022 concerning Criminal
Acts of Sexual Violence with the aim of preventing all forms of sexual violence;
protecting and restoring victims,; carrying out law enforcement and rehabilitating
perpetrators, realizing an environment without sexual violence; and ensuring the
non-sustainability of sexual violence. So in this case the application of restorative
Jjustice to the criminal case of sexual harassment cannot be done, because it will
conflict with Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual
Violence. then due to the inhibiting factors in the achievement of restorative
Justice in the criminal offense of sexual harassment, namely for rules that are not
properly enforced such as statutory factors, law enforcement factors, facilities and
infrastructure factors, community factors, and cultural factors of Indonesian
society.
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The Suggestions that can be given by the author are expected that Law
Enforcement Officials (APH) in exercising their authority for strictly in
accordance with the legal regulations that have been enacted, by prioritizing the
law that applies fairly and ensuring that the law applies to criminal acts of sexual
harassment. And getting the protection of sanctions and victims must be protected
in accordance with the rules that are enforced quickly, thoroughly, and quickly to
protect victims of sexual harassment crimes in order to protect sanctions and
victims to feel safe and comfortable until the victim is fully recovered.

Keywords : Restorative Justice, Sexual Harassment, Victim.
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“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah,
tetapi Allah berjanji bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah : 5-6)

“Life isn 't how to survive the storm, it’s about how to dance in the rain”

(Taylor Swift)

“Keberhasilan tidak selalu datang dengan cepat. Tetap selalu sabar dan konsisten
dalam setiap proses untuk menuju keberhasilan, maka keberhasilan akan

mengikuti”

(Penulis)
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l. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana atau disebut dengan kejahatan merupakan suatu fenomena sosial
yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga tidak akan pernah terlepas dari
perkembangan dan dinamika lingkup masyarakat. Menurut R. Tresna, Pristiwa
pidana (perbuatan pidana) adalah Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan
manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan

lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukumam.1

Berdasarkan pendapat ahli diatas bahwa pengertian tindak pidana yang dimaksud
tersebut adalah suatu perbuatan manusia yang dilarang oleh aturan hukum atau
manusia melanggar larangan aturan hukum yang berlaku atau perbuatan yang
tidak sesuai dengan aturan hukum, sehingga menimbulkan pertentangan dengan
hukum yang berlaku disertai dengan memberikan sanksi atau hukuman bagi
manusia yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum, yang
dimana ditujukan kepada perbuatan manusianya (pristiwa) ketika melakukan
tindak pidana (perbuatan pidana) sedangkan sanksi atau penghukuman pidananya
ditujukan kepada manusia atau orang yang melakukan perbuatan sehingga
menimbulkan kejadian perbuatan pidana tersebut. Maka dalam hal ini perbuatan
terhadap setiap manusia yang dilakukan kemudian melanggar atau bertentangan
dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan

sebagai pelaku tindak pidana.

Pelecehan seksual adalah suatu tindak pidana kejahatan yang sangat merugikan

orang lain atau bahkan menimbulkan trauma pada korban. Tindakan pelecehan

! Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia (PHI) (Depok: Rajawali Pers, 2020).



seksual ini merupakan tindakan yang tidak pernah diinginkan, diminta untuk
melakukan perbuatan seksual yang membuat seseorang ini merasa tersinggung,
dipermalukan dan diintimidasi.? Pelecehan seksual ini dilakukan dalam bentuk
paksaan yang menuju pada aktivitas seksual baik melalui kontak fisik maupun
non-fisik. Dalam tindak pidana pelecehan seksual adalah suatu tindak kejahatan

yang bisa merugikan orang lain atau bahkan menimbulkan trauma pada korban.

Tindak pidana pelecehan seksual merupakan lingkup dalam jenis-jenis kekerasan
seksual yang tercantum pada Bab II Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekeras Seksual, dengan jenis yaitu:
Pelecehan seksual non fisik; Pelecehan seksual fisik; Pemaksaan kontrasepsi;
Pemaksaan sterlisasi; Pemaksaan perkawinan; Penyiksaan seksual; Eksploitasi

seksual; Perbudakan seksual; dan Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Indonesia marak terjadinya kekerasan seksual yang cukup tinggi, berikut dapat
dilihat pada tabel data dari pengaduan Komnas Perlindungan Anak yang terjadi di

Indonesia sepanjang tahun 2023.

Tabel 1. 1 Jenis-Jenis Kekerasan yang Terjadi di Indonesia sepanjang Tahun 2023,

berdasarkan dari data pengaduan Komnas Perlindungan Anak®:

No. Jenis Jumblah Kasus
1 Kekerasan seksual 1.915 kasus
2 Kekerasan fisik 985 kasus

3 Kekerasan psikis 674 kasus

Sumber: Pengaduan Komnas Perlindungan Anak.

2 Erdianto Effendi, ‘Pelecehan Seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana
Indonesia’, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8.No 2 (2019), hlm. 413..

* Komnas Perlindungan Anak, (2023), https://m.antaranews.com/infografik/catatan-komnas-
perlindungan-anak-2023, Diakses Pada Tanggal 31 Desember 2023 16:30


https://m.antaranews.com/infografik/catatan-komnas-perlindungan-anak-2023
https://m.antaranews.com/infografik/catatan-komnas-perlindungan-anak-2023

Data Pengaduan Komnas Perlindungan Anak dengan kasus kekerasan seksual
menjadi kasus yang cukup tinggi dalam penggaduan. Dalam hal ini maraknya
kasus kekerasan seksual di Indonesia sudah berada pada masalah hukum di dunia,
dikarenakan dalam jenis-jenis kekerasan seksual ini menyebabkan dampak
negatife terhadap korban, terutama dimana korbannya tersebut adalah anak yang
masih membutuhkan waktu untuk tumbuh dan berkembang. Dampak negatife
yang timbul ini merupakan hal yang dapat merugikan korban dengan

meninggalkan bekas yang lama baik bersifat secara fisik maupun secara mental.*

Kejahatan seksual ini menjadi marak dilakukan, sehingga pemerintah memberikan
kewenangan serta upayanya untuk melindungi korban dari tindak pidana
kekerasan seksual dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tepat pada tanggal 09 Mei 2012.
Undang-Undang yang disahkan ini menjamin agar para korban secara penuh
dilindungi dari berbagai kekerasan seksual dan menghukum para pelaku

kejahatan.

Berbicara tentang kejahatan, dimana dalam kejahatan ini saling mengikatnya dua
pihak yaitu pelaku dan korban. Pelaku melakukan perbuatan kejahatan yang
dimana perbuatan tersebut menimbulkan korban, sehingga menyebabkan korban
mengalami kerugian yang bersifat ekonomis materil maupun yang bersifat
immaterial. Kejahatan ini merupakan ranah perkara tindak pidana yang perlu
diselesaikan secara adil dengan memberikan sanksi yang berlaku dari tiap unsur-
unsur dalam perbuatan kejahatan yang ditimbulkan sesuai dengan Sistem Hukum
Pidana Indonesia, agar pelaku tindak kejahatan ini mendapatkan hukuman yang

setimpal dan tidak mengulangi perbuatan kejahatan.

Perkara tindak pidana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia ini lebih
mengutamakan dengan diselesaikannya dengan menggunakan pendekatan

restorative justice. Dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik

* Asit Defi Indriyani, ‘Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan
Seksual’, 1JouGS: Indonesian Journal of Gender Studies, Vol 2. No 2 (2021), hlm. 52..



Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan
Keadilan Restorative bahwa keadilan restorative adalah penyelesaian tindak
pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban,
tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk
bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Restorative justice adalah upaya perdamaian atau perbaikan dalam hubungan
pelaku melakukan tindak pidana dengan sebagai bentuk penebusan kesalahan
pada korban tindak pidana, di luar pengadilan tetapi diselesaikan secara baik
dalam kekeluargaan.5 Prinsip dasar keadilan restorative (restorative justice)
adalah pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan
memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial
maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan
restorative tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang
dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang
berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan
dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam
pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan

perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.’

Penyelesaian perkara tindak pidana dalam berbagai perkara kekerasan seksual
melakukan beberapa penyelesaian untuk menyelesaikan perkara tersebut. Berikut

dilihat dari tabel di bawah.

> N Nuralifia et al., “Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan
Penyelesaian  Restorative  Justice,”  Cross-Border 5, mno. 2 (2022): 1122-32,
http://www.journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1245..

¢ Asit Defi Indriyani, ‘Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan
Seksual’, 1JouGS: Indonesian Journal of Gender Studies, Vol 2. No 2 (2021), hlm. 48..



Tabel 1. 2 Penyelesain Perkara Tindak Pidana dalam Berbagai Kekerasan
Seksual:’

No. Penyelesaian Perkara Presentase
1 Tanpa penyelesaia 57%
2 Membayar uang 39.9%
3 Menikah dengan pelaku 26,2%
4 Berdamai kekeluargan 23.8%
5 Pelaku dipenjara 19.3%

Pelecehan seksual menjadi ranah tindak pidana kekerasan seksual, tetapi dalam
hal ini kekerasan seksual tidak bisa dilakukan dengan prisinp penyelesaiaan
restorative justice secara damai. Seperti contoh pada kasus pelecehan seksual
yang dilakukan pada bulan Agustus 2022 oleh pelaku berinisial WB (38) terhadap
anak perempuan berinisial A di Lampung Selatan, dimana penyelesaian dalam
kasus ini tercapainya restorative justice. Hal ini dikarenakan pelaku WB
memberikan surat perdamaian dengan isi bahwa pelaku BW mengakui
kesalahannya terhadap korban, yang kemudian memuat perjanjian perdamaian
antara pelaku WB dan korban A dengan dituangkan ke dalam surat kesepakatan

bermaterai Rp10 ribu.

Restorative justice diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga pelecehan seksual dilakukan dengan
penyelesaian restorative justice dalam perkara damai sangat bertentangan dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
dikarenakan undang-undang tersebut dikodefikasika bertujuan untuk memberikan

kepastian hukum yang berlandasakan utuh, adil dan formil kepada masyarakat,

" "Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia Mayoritas Tanpa Penyelesaian, " Katadata, 11 Juni 2021,
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/11/kasus-kekerasan-seksual-di-indonesia-
mayoritas-tanpa-penyelesaian.



terutama korban pelecehan seksual atau semua jenis-jenis kekerasan seksual dan
berpihak melindungi korban serta memberikan payung hukum bagi aparat

penegak hukum untuk menangai jenis-jenis kekerasan seksual.

Termuat juga dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menyatakan ‘“Perkara Tindak Pidana
Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian diluar proses peradilan,
kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”.
Dengan demikian prinsip penyelesaian secara restorative justice tidak bisa
dijadikan penyelesaian masalah dalam tindak pidana, hal ini dikarekan korban
dari tindak pidana pelecehan seksual maupun dari korban jenis-jenis kekerasan
seksual akan mengalami kerugian fisik, psikis, dan sosial yang berdampak
merugikan secara besar bagi korban, kemudia tidak memperoleh perlindungan
sebagai korban secara adil dan sebanding.8 Sehingga penyelesaian secara
restorative justice ini sangat tidak efektif bila dilakukan dalam kasus pelecehan
seksual dalam tidakan kekerasan seksual, hal ini dikarekan pelaku kurang
mendapatkan hukuman yang setimpal dan pelaku dengan sesuka hati berkeliaran

. .9
dimana saja.

Berdasarkan atas pemaparan latar belakang, maka peneliti merasa tertarik untuk
melakukan penelitian mengenai penerapan restorative justice melalui penulisan
karya ilmiah yakni skripsi dengan permasalahan judul: “Penerapan Restorative
Justice Dalam Penyelesaian Perkara Damai Terhadap Kasus Tindak Pidana

Pelecehan Seksual”.

® N Nuralifia and others, ‘Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan
Penyelesaian Restorative Justice’, Cross-Border, Vol 5. No 2 (2022), hlm. 1128.
9 .
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan
dibahas dalam skripsi ini adalah:
a. Bagaimanakah Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual
secara Damai melalui Restorative Justice menurut Undang-Undang No, 12
Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
b. Apakah Faktor Penghambat dalam Penerapan Penyelesaian Restorative

Justice terhadap Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana materil maupun hukum pidana
formil mengenai pelaksanaan dan penyelesain Restorative Justice Terhadap Kasus

Tindak Pidana Pelecehan Seksual.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penlitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai
berikut:

a. Untuk mengetahui Penyelesaian secara Damai dalam Kasus Tindak Pidana
Pelecehan Seksual melalui Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dalam Penerapan Penyelesaian

Pelaksanaan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis



Hasil penelitian ini diharapkan dapat untuk memberikan manfaat berupa
pengetahuan, penambahan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat luas
serta dapat digunakannya untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana,
khususnya terhadap pelaksanaan dalam penyelesaian Restorative Justice
Tindak Pidana Pelecehan Seksual.
b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan wawasan pengetahuan bagi
pembaca termasuk bagi hakim dan aparat penegak hukum lainnya yang
berkepentingan dalam menyelesaikan suatu proses perkara tindak pidana yang
berkaitan dengan kekerasan seksual terkait dengan pelaksanaan penyelesaian

tindak pidana pelecehan seksual.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori menguraikan mengenai jalan pikiran menurut kerangka yang logis sehingga
mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan dalam kerangka acuan
atau dasar yang relevan untuk mampu menerangkan suatu permasalahan.
Kerangka teori adalah teori-teori hukum yang dipergunakan di dalam skripsi ini.
konsep-konsep yang masih bersifat abstrak karena masih dalam tahap pemikiran
atau hasil dari sebuah pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya
bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang

dianggap relevan oleh peneliti.*

Dalam penelitian ini, kerangka yang digunakan adalah:

a. Konsep Restorative Justice

Restorative justice atau sering diterjemahakan sebagai keadilan restorasi,
merupakan pendekatan dalam upaya penyelesaian pidana yang muncul pada tahun

1960-an. Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional,

10 Bambang Sunggono, (2011), Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
hlm. 111.



pada pendekatan ini difokuskan adanya suatu partisipasi secara langsung dari

pelaku, korban dan masyarakat dalam melakukan penyelesaian perkara pidana.™

Dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8
tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restorative
bahwa keadilan restorative adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan
pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh
agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari
penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan

kembali pada keadaan semula.

Pertama kali konsep restorative justice dalam hukum di Indonesia secara
normative diadapatasi dan dimplemtasikan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang kemudian
diwujudkan dalam bentuk upaya “Diversi” dengan memberikannya suatu
kewenangan pada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan
penyelesaian dalam pidana anak dengan proses peradilan yang bertujuan untuk
menghentikan atau tidak meneruskanya, sehingga proses peradilan berlangsung
diserahkannya kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial

lainnya.

Restorative justice ini diartikan sebagai perkara tindak pidana yang bentuk
penyelesainnya dengan melibatkan beberapa pihak yaitu pelaku dan korban,
keluarga pelaku/korban dan pihak-pihak yang terkait, bertujuan untuk mencari
penyelesaian perkara tindak pidana tersebu secara bersama-sama yang adil dengan
menekankan kepada pemulihan kembali pada keadaan semula tanpa adanya

pembalasaan.™

" Yusi Amdani, Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana
Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh, Jurnal Al-Adalah Vol. XII, No 1, Juni
2016, him. 64

2 Henny Saida Flora, ‘Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana
Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia’, Jurnal Law Pro Justitia, Vol II. No 2 (2017), hlm
41.
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Pemulihan yang diberikan dalam restorative justice sesuai dengan prinsip dasar
keadilan restorative justice yang ditetapkan yaitu pemberiaan pemulihnan kepada
korban yang menderita menderita kejahatan dengan memberikan ganti rugi
kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-
kesepakatan lainnya. Penerapan hukum secara adil di dalam keadilan restorative
Jjustice ini menetapkan keadilan yang tidak berat sebelah, tidak memihak pihak
manapun, tidak sewenang-wenang dan hanya berpihak kepada kebenaran sesuai
aturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kesamaan
dalam hak kompensasi dan keseimbangan aspek kehidupan. Tidak hanya korban
mendapatkan pemulihan dalam keadaan retorative justice, melainkan pelaku
memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan restorative justice,
dengan tujuan melestarikan perdamaian dan pengadilan berperan sebagai menjaga

ketertiban umum.*®

Liebmann mengartikan restorative justice merupakan sebagai sistem hukum
dengan tujuan mengembalikan kesejahteraan pelaku, korban dan masyarakat yang
rusak akibat kejahatan yang timbul, dam mencegah pelanggaran pidana yang lebih
lanjut. Liebman juga memberikan rumusan prinsip dasar restorative justice
sebagai berikut:

Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.

Pelaku pelanggaran bertanggungjawab atas apa yang mereka lakukan.
Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.

Ada upaya untuk meletakan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
Pelaku pelanggaran harus sadar tentang bagaimana cara menghindari
kejahatan di masa depan.

Masyarakat turut membantu mengintergrasikan kedua belah pihak, baik
korban maupun pelaku.**

o0 o

=h

b. Faktor-faktor Penegak Hukum

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Penegakan Hukum bahwasanya Penegakan hukum adalah kegiatan menyamakan

13 Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan
Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice, hlm. 3

% Indriyani Asit Defi, Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan
Seksual, Indonesian Journal Of Gender Studies Vol. 2. No 2. 2021, him. 48-49.
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hubungan-hubungan yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah mantap dan
mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai suatu rangkaian penjabaran dari nilai
tahap terakhir, bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan
kedamaian pergaulan hidup.®

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut
Soerjono Soekanto yaitu:

1) Faktor hukumnya sendiri, yaitu undang-undang atau peraturan yang
dikodefikasikan oleh pemerintah;

2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang ikutt terlibat dalam
penegakan hukum,;

3) Faktor sarana atau fasilitas, yakni pendukung yang mempunyai peranan
sangat penting dalam penegakan hukum agar dapat menyerasikan peranan
secara actua;

4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum diberlakukan dan
diterapkan agar mencapai kedamaian di lingkungan masyarakat.

5) Faktor kebudayaan, yakni karya, cipta, dan rasa yang berada dalam

manusia dan masyarakat terhadap kehidupannya.*®

Penegakan hukum ini saling berkaitan terhadap masalah-masalah yang terjadi.
Kemudian penerapan dikembalikan kepada masyarakat dan penegak hukum
sesuai dengan tingkat kesadaran masing-masing dari berbagai pihak, bertujuan

untuk mencapai konsep keadilan, kepastian hukum dan manfaat sosial.’

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka susunan dari berbagai konsep yang menjadi focus
dari pengamatan pelaksanaan penelitian. Pengertian dan istilah-istilah dari
konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian antara lain:

a. Penerapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses,

> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1993). him, 3.

*° Ibid, him 5

7 Dkk Maya Shafira, Sistem Peradilan Pidana (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022). hlm. 72.
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cara, perbuatan menerapkan.’® Menurut Usman (2002), penerapan adalah
berasal pada suatu aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya sebuah proses
mekanisme dalam suatu sitem implementasi bukan hanya sekedar ativitas
saja, tapi adanya suatu kegiatan yang sudah terencana dan guna untuk
mencapai tujuan kegiatan.

b. Restorative justice adalah penyelesaian perkara pidana dengan melakukan
suatu mediasi yang di dalam mediasi tersebut mempertemukan korban dan
pelaku berserta pihak keluarga dengan tujuan utama pada pengembalian
fisik dalam keadaan semula baik bagi pelaku maupun korban.*

c. Penyelesaian menurut Solso (2008) adalah suatu pemikiran yang dimana
secata terarah dengan secara langsung untuk menemukan suatu solusi atau
jalan keluar untuk masalah yang dihadapinya.

d. Perkara damai adalah suatu sengketa yang proses penyelesaiannya melalui
perundingan atau mufakat antara para pihak yang berperkara untuk
menghasilkan penyelesaian secara damai dari perundingan para pihak yang
dicapai.20

e. Kasus menurut Gilham (2002), adalah merujuk pada suatu unit sebuah
aktivitas manusia yang sudah ada dalam dunia nyata dengan hanya bisa
dipelajari atau dipahami dalam sebuah konteksnya, eksis atau terjadi pada
masa kini, kemudian melebur dengan konteksnya sehingga batas-batasnya
sulit ditentukan.

f. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dimana oleh aturan hukum
tersebut dilarang dan diancam dengan suatu pidana, perbuatan tersebut
bersifat aktif, yaitu dengan melakukannya sesuatu yang secara benarnya

memang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif

8 KBBI Online, https:/kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penerapan (Diakses pada tanggal 21 Januari
2025 Pukul 21.25 WIB)

9 Indriyani Asit Defi, Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan
Seksual, Indonesian Journal Of Gender Studies Vol. 2. No 2. 2021, hlm. 52

2 Mahkama Agung Pengadilan Negeri Bulukumba Kelas I B https://www.pn-
bulukumba.go.id/pnbulukumbanew/index.php/layanan-hukum/prosedur-pengajuanperkara/alur-
mediasi
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yaitu tidak berbuatnya sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.?

g. Kekerasan Seksual menurut Wold Health Organization (WHO, 2017)
adalah tindakan-tindakan yang dilakukan dengan tujuan guna
mendapatkan tindakan seskual yang ditujukan kepada suksualitas
seseorang secara paksa tanpa mengetahui status hubungannya dengan
korban.

h. Pelecehan seksual termasuk kedalam jenis-jenis kekerasan seksual,
pelecehan seksual adalah suatu tindakan seksual yang dimana tidak ada
rasa diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan
lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, yang dimana dalam
perbuatan ini memunculkan rasa seperti dipermalukan dan/atau diancam,
sehingga dalam tindakan ini mengakibatkan mengganggu kerja, dijadikan
sebagai alasan persyaratan kerja atau memunculkan suasan dalam
lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak sopan.?

I.  Korban adalah setiap orang yang bersifat individual maupun kolektif, yang
mengakibatkan setiap orang tersebut telah mengalami penderitaan fisik
atau mental, kerugian ekonomis atau hak-hak asasi merasa terambil, hal ini
timbul disebabkan oleh perbuatan-perbuatan yang melanggaran aturan
hukum pidana yang berlaku dan juga melanggaran penyalahgunaan suatu

kekuasaan.”

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah urutan-urutan tertentu dari unsur-unsur yang
merupakan dari suatu keutuhan dari penulisan dengan tujuan untuk memberikan
gambaran yang jelas, menyeluruh, dan komperhensif mengenal bahasan penulisan

yang akan disusun. Adapun sistematika yang tersusun dalam skripsi ini dibagi

2l Qahril Fadillah et al, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penganiayaan Universitas Lampung , Indonesia Berdasarkan Penjelasan Di Atas Maka Dalam
Penelitian Ini Memfokuskan Pada Kajian 351 Ayat ( 1 ) KUHP , Luka Berat Telah Diatur Dalam
Pasal 90 KUHP Yang Men,” no. 5 (2024) him. 292.

22 Erdianto Effendi, ‘Pelecehan Seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana
Indonesia’, Jurnal Illmu Hukum, Vol 8. No 2 (2019), him 413.

2 Firganefi Deni, Pengantar Kriminologi & Viktimologi (Bandar Lampung: BP. Justice Publisher,
2015).
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menjadi 5 (lima) bab diantaranya:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari latar
belakang masalah ditarik pokok-pokok permasalahan serta membatasi ruang
lingkup penelitian. Di dalam bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian,

kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

Il. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan kajian dengan konsep yang membahas hubungan penyusunan
skripsi Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Damai
Terhadap Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Dalam bab ini memuat tentang
restorative justice, pengertian dan jenis-jenis kekerasan seksual, pelaku tindak
pidana kekerasan seksual, korban kekerasan seksual, dampak yang mucul bagi
pelaku dan korban dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual secara restorative

Justice, serta faktor-faktor yang mempengaruhui penegakan hukum.

I11. METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri
dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur

pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan deskripsi tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap
permasalah penelitian ini dengan berdasarkan pada rumusan masalah anatar lain
mengenai bagaimana pelaksanaan restorative justice terhadap kasus tindak pidana
pelecehan seksual serta kajian penyelesaian kasus tindak pidana pelecehan seksual
secara damai melalui restorative justice melalui Undang-Undang No, 12 Tahun

2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

V. PENUTUP
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Pada bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan
hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan serra saran yang

berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.



1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Restorative Justice
1. Pengertian Restorative Justice

Restorative justice sendiri menafsirkan arti dimana sautu tindakan dalam
melakukan upaya perdamaian atau kembalinya hubungan menjadi baik yang
dilakukan oleh pelaku dalam tindak pidana dengan melibatakan (keluarganya)
bertujuan sebagai bentuk penebusan kesalahan pada korban akibat tindak pidana
yang dilakukan tersebut dengan melibatkan keluarga korban juga, selain berada di
ranah pengadilan restorative justice ini bertujuan agar masalah hukum yang
timbul akibat dari suatu perbuatan pelaku yang merugikan korban agar
diselesaikan secara baik dengan didasarkan pada persetujuan antara kedua belah

pihak.**

Dalam istilah hukum, restorative justice berarti dimana pihak-pihak yang
berkepentingan dalam pelanggaran yang timbul untuk saling berdiskusi antara
para pihak dengan tujuan menyelesaikannya secara damai dan baik akibat
pelanggaran yang timbul. Melihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat 3 Peraturan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan
Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restorative bahwa keadilan restorative
adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga
pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau
pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil
melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan

semula.

24N Nuralifia and others, ‘Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan
Penyelesaian Restorative Justice’, Cross-Border, Vol. 5.No. 2 (2022), hlm 1127,
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Restorative justice adalah penyelesaian perkara pidana dengan melakukan suatu
mediasi yang di dalam mediasi tersebut mempertemukan korban dan pelaku
berserta pihak keluarga dengan tujuan utama pada pengembalian fisik dalam

keadaan semula baik bagi pelaku maupun korban.”

Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa keadilan restorative justice
adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban,
keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari
penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan

semula, dan bukan pembalasan.

2. Prinsip Dasar Restorative Justice

Restorative justice menjadi suatu penyelesaian perkara dalam tindak pidana,
dalam hal ini restorative justice memiliki prinsip dasar untuk mengembalikan
pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan yang timbul yaitu
berupa:

a. Memberikan ganti rugi kepada korban, dalam prinsip dasar pemulihan ini
pelaku dalam tindak pidana yang ditimbulkan harus memberikan ganti
rugi dalam bentuk material kepada korban sesuai dengan persetujuan yang
diminta oleh korban dan pelaku harus memberikannya sesuai dengan
permintaan korban.

b. Perdamaian, dalam prinsip pemulihan ini pelaku, korban, keluarga
pelaku/korban melakukan pemulihan dengan cara berdamai dengan para
pihak-pihak yang bersangkut pautan untuk mencapai kembali hubungan
yang baik antara pelaku, korban dan para keluarga pelaku/korban.

c. Pelaku melakukan kerja sosial, pemulihan ini memberikan pelaku dalam

tindak pidana yang diperbuat untuk melakukan kerja sosial yang dilakukan

% Asit Defi Indriyani, ‘Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan
Seksual’, 1JouGS: Indonesian Journal of Gender Studies, Vol. 2. No. 2 (2021), hlm. 52.
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oleh pelaku.”®
3. Mekanisme Pelaksanaan Penyelesaian Secara Restorative Justice

Dalam pelaksanaan penyelesaian secara restorative jutice, bahwasanya
pelaksanaan ini dilakukan dengan adanya sebuah ungkapan pengakuan yang
menyatakan bersalah dari pelaku tindak pidana, persetujuan dari korban untuk
dilakukannya restorative justice. Tindak pidana dalam menyelesaikan perkara
dengan restorative justice secara menyeluruh agar melengkapi proses
penyelesaian harus memberikan perbaikan kerugian yang bersifat kebendaan
(material) dan perbaikan yang bersifat simbolik. Kemudian selanjutnya dengan
harus adanya persetujuan dari wewenang diskresi yang dimiliki oleh kepolisian
untuk menghentikan penyidikan perkara, dengan membebaskan tersangka ataupun
pengalihan dengan tujuan agar terhindar dari proses hukum lebih lanjut. Sehingga
sampai dengan ke kejaksaan yang dimana mempunyai wewenang oportunitas

melanjutkan perkara yang dikirim oleh kepolisian atau tidak.’

B. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual
1. Pengertian Kekerasan Seksual

Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)
kekerasan seksual adalah sautu dari setiap perbuatan dengan cara merendahkan,
menghina, menyerang dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual
pada seseorang atau fungsi dari reproduksi, dilakukan secara paksa dengan
persetujuan yang bertentangan dan tidak mampu untuk memberikan hak
persetujuan tersebut karena akibat adanya suatu ketimpangan relasi kuasa dan/atau
relasi gender yang mengakibatkan suatu penderitaan atau kesengsaraan secara

fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. *®

% Ibid

2 Mujiburrahman Mujiburrahman, “Restorative Justice Dalam Penyelesaian Dan Hambatan
Perkara Tindak Pidana Dalam Kuh Pidana,” Jurnal Hukum Ius Publicum 4, no. 2 (2023): 123-33,
https://doi.org/10.55551/jip.v4i2.75.

%8 Draft Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)
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Kekerasan seksual dapat diartikan sebuah perbuatan secara paksa dilakukan tanpa
memberikan ketidak mampuan persetujuan untuk melakukan sebuah hubungan
keintiman seksual yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Dari perbuatan ini
korban mengalami penderitaan yang sangat merugikan korban yaitu kerugian fisik
dan psikis. Secara umum kekerasan seksual ini menjadi perbuatan kesusilaan
dengan melanggar kesopanan dan perbuatan yang timbul dengan paksaan tanpa
adanya persetujuan dari pihak korban, hal ini dikarenakan korban mendapatkan

ancaman kekerasan.?

Kekerasan seksual ini dalam perbuatan yang dilakukan kepada korban
menimbulkan dampak negatife muncul, sehingga korban mengalami suatu
traumatic yang muncul pada diri si korban baik bagi orang dewasa maupun anak.
Dalam timbulnya dampak negatife bagi korban akibat kekerasan seksual, banyak
sekali kasus kekerasan seksual yang tidak terungkap. Hal ini dimana para korban
tidak mengungkapkan perbuatan kekerasan seksual karena korban ketika korban
untuk mencoba berbicara untuk mengungkapkannya tetapi korban berfikir tidak
ada yang percaya akan adanya kekerasan seksual yang dialami oleh korban dan

seringkali korban memendamnya karena malu bila diungkapkannya.

2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual menjadi sebuah perbuatan ativitas yang dilakukan secara intim
seksual, yang dilakukan dengan paksaan dalam bentuk kekerasan seksual secara
fisik maupun non fisik yang mengakibatakan cideranya fisik dalam bentuk
kekerasan seksual secara fisik dan mengakibatakan penderitaan emosional yang
sulit diredakan dalam jangka waktu dekat dalam bentuk kekerasan seksual secara

non fisik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

menyebutkan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang dinyatakan pada

2 Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya (Jakarta: Sinar
Grafika, 2004).



20

Bab II Pasal 4 ayat (1) yitu:

mSTe e ooow

Pelecehan seksual nonfisik;

Pelecehan seksual fisik;

Pemaksaan kontraksepsi;

Pemaksaan sterilisasi;

Pemaksaan perkawinan;

Penyikasaan seksual;

Eksploitasi seksual,

Perbudakan seksual; dan

Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya juga terdapat pada Pasal 4

ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu:

a.
b.
C.

— Q@

Perkosaan,;

Perbuatan cabul;

Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau
eksploitasi seksual terhadap anak;

Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak
korban;

Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit
memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;

Pemaksaan pelcuran;

Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk ekploitasi seksual;
Kekerasan seksual di lingkup rumah tangga;

Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan
tindak pidana kekerasan seksual; dan

Tindak pidana lain yang dinyatakan secarategas sebagai tindak pidana
kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pelecehan Seksual

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana ditafsirkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) dengan istilah yaitu starfbaarfeit. Dalam istilah starfbaarfeit ini adalah

suatu kejadian yang dapat menyebabkan seseorang dipidana, hal ini diakibatkan

karena telah melakukan suatu perbuatan kejahatan yang melawan hukum.*

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah pelaku yang melakukan

% Ishaq, Hukum Pidana (Depok: Rajawali Pers, 2020). him. 72.
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suatu perbuatan tindak pidana, dalam hal ini pelaku harus berperan untuk
dipertanggungjawabkan dalam perbuatan tindak pidana tersebut sehingga dapat
dijatuhkan hukuman pidana. *' Dalam perbuatan tindak pidana tersebut perbuatan

ini tidak hanya dirumuskan dalam KUHP saj a.¥

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tindak pidana adalah perbuatan
kejahatan.*® Pengertian tindak pidana ini tidak hanya dijelaskan dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja. Namun para pakar-pakar hukum
menjelaskan pengertian tindak pidana, salah satunya Tresna yang merumuskan
penjelasan tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan
manusia dengan bertentangan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku,
perbuatan melawan hukum yang dilakukan manusia tersebut dapat ditindak lanjuti
dengan tindakan penghukuman.>* Kemudian Muljatno menjelaskan bahwa tindak
pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh aturan hukum
yang berlaku, dalam larangan ini diikuti dengan sebuah ancaman sanksi pidana
bagi setiap siapa yang melanggar larangan tersebut. >> Kemudian Andi Hamzah
menggnakan istilah yaitu delik yang diartikan sebagai suatu perbuatan atau

tindakan terlarang dan diancam dengan hukum dan undaang-undang.36

Kejadian yang muncul dan timbul dapat ditafsirkan menjadi sebuah perbuatan
pidana, jika perbuatan pidana ini memenuhi unsur-unsur yaitu:

a. Harus ada perbuatan manusia;

b. Perbuatan manusia yang dilakukan harus melawan hukum;

C. Perbuatan yang dilakukan disertai dengan sanksi pidana sesuai dengan
undang-undang;

d. Kewajiban untuk mampu bertanggung jawab dalam tiap seseorang yang
melakukan perbuatannya;

3! Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia (Bandung: Eresco, 1986). hlm.
55.

%2 Q R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapan, Cet. 3 (Jakarta: Storia
Grafika, 2002) hlm. 204.

K BBI Online, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tindak pidana (Diakses pada tanggal 17 April
2024 Pukul 15.52 WIB).

% R. Tresna, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Tiara Limitet, 1959), him. 27.

% Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Bina Aksara, 1983).

% C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana (Jakarta: Pradnya
Paramita, 2004) hlm. 54.
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e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan si pembuat.*’

2. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual yang merupakan lingkup dari jenis-jenis kekerasan seksual
secara umum merupakan suatu terminologi yang secara tepat guna memahami
pengertian kekerasan seksual. Pelecehan seksual ini suatu tindakan seksual yang
tidak diminta dan diinginkan untuk melakukan perbuatan seksual®® dimana dalam
membuat seseorang merasa tersinggung dan merasa dipermalukan. Dengan kata

lain memusatkan tentang pelecehan seksual adalah:

a. Penyalahgunaan perilaku seksual;
b. Permintaan untuk melakukan perbuatan seksual (undangan untuk
melakukan perbuatan seksual, permintaan untuk berkencan);
c. Pernyataan secara lisan atau fisik dengan melakukan atau gerakan
menggambarkan perbuatan seksual, (pesan yang menampilkan konten
seksual eksplisit dalam bentuk cetak atau bentuk elektronik (SMS, Email,
Layar, Poster, CD, dll);
d. Tindakan yang mengacu pada seksual yang secara gamblang tidak
diinginkan
1) Bahwa penerima telah memberikan pernyataan bahwa perilaku itu
tidak diinginkan;

2) Penerima merasa telah dihina, tersinggung dan/atau tertekan oleh
perbuatan itu; atau

3) Pelaku disini sudah mendapatkan rasa yang ingin didapatkan bahwa
(korban) akan merasa tersinggung, merasa terhina dan/atau tertekan
oleh perbuatan itu.

e. Perilaku yang tertuju langsung kefisik (seperti menyentu, mencium,
mencolek, mencubit, atau kekerasan fisik seperti perkosaan dll)

f. Sikap perbuatan seksual yang merendahkan (seperti melirik atau menapat
bagian tubuh seseorang secara serius yang membuat (korban) risih).*

3. Pengertian Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Tindak pidana pelecehan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
diatur dalam Buku II Bab XIV mulai Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 bis.

tindak pidana pelecehan seksual ini merupakan delik asusila yang terbatas dengan

37 Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia (PHI) (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm 137.

%8 Effendi, “Pelecehan Seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana
Indonesia.” Effendi..

% Ibid. him. 413-415.
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sex saja. Tindakan pidana pelecehan seksual menurut Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana, yaitu:

1.
2.

~ow

o

7.
8.

Memaksakan perbuatan cabul.

Berbuat cabul terhadap orang pingsan, tidak berdaya yang belum berusia
lima belas tahun.

Perbuatan cabul dengan sesama kelamin.

Menggerakkan orang yang belum cukup umur dengan memberi hadiah
atau uang untuk berbuat cabul.

Berbuat cabul dengan anak sendiri atau anak di bawah pengawasannya.
Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahan atau orang yang
ditempatkan di bawah pengawasannya.

Memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anak di bawah umur.
Pelacuran.”’

4. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual secara luas, memiliki bentu-bentuk pelecehan seksual, yaitu:

1.

Pelecehan fisik, yang dilakukan dengan sentuhan tanpa adanya keiinginan
atau tidak diinginkan dengan mengarah terhadap perbuatan seksual
mencium, menepuk, mencubut. Melirik atau menatap penuh nafsu;
Pelecehan lisan, dengan melakukan ucapan verbal/komentar mengenai
kehidupan pribadi dengan berbau seksual;

Pelecehan isyarat, dengan melakukan bahasa menggunakan tubuh dan
gerakan dengan berbau seksua;

Pelecehan tertulis atau gambaran, dengan menampilkan bahan ponografi,
gambar yang bernada seksual; dan

Pelecehan psikologis/emosional, dengan suatu permintaan secara terus
menurus dengan sifat seksual tanpa adanya keiinginan atau aj akan.*

D. Dampak Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual menjadi suatu masalah yang sangat serius, hal ini dikarenakan

mempengaruhi banyak korban akibat pelecehan seksual tersebut. Sehingga

terdapat dampak yang timbul bagi korban. Menurut Hidayatullah (2010) terdapat

dampak dari perbuatan pelecehan seksual terhadap korban, yaitu:

1.

Dampak psikologis, dimana terjadinya penurunan terhadap psikis korban

0 Unas Altar Adi, Aling Daniel, and Antow Debby Yemima, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak
Pidana Pelecehan Seksual Dalam Pertanggungjawaban Pidana,” Lex Crimen 11, no. 4 (2022): 1-9,
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/42173.

* Erdianto Effendi, ‘Pelecehan Seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana
Indonesia’, Jurnal Illmu Hukum, Vol 8.No 2 (2019), hlm. 414-415.
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dengan menurunnya harga diri, depresi, kecemasaan, ketakutan lebih
meningkat terhadap sebuah tindakan-tindakan criminal lainnya;

2. Dampak perilaku yang memicu kepada gangguan pola hidup seperti, tidur,
makan dan berfikir untuk mengakhiri hidupnya;dan

3. Dampak fisik, seperti rasak sakit diarea kemaluan, sakit kepala, rasa mual,
dan gangguan pencemaran.

Dampak pelecehan seksual ini dibedakan dengan adanya sebuah impotensi,
dimana tiap korban ini akan merasakan hal yang tidak berdaya dan tersiksa saat
mengungkapkan kejadian tersebut. Kemudian pelecehan seksual mungkin secara
fisik tidak terlalu bermasalah, namun jika korban pelecehan seksual tersebut anak
hal ini berdampak menyebabkan kecanduan, tarauma, balas dendam, dan mungkin
masalah lainnya. Sehingga mereka akan menghadapi proses kedewasaan dan
kemadirian diiringi dengan dampak akibat pelecehan seksual tersebut dimasa
depan yang akan datang, serta mereka akan memandang duni dan masa depan

mereka secara keseluruhan.*?

Lingkup sosial ini menjadi dampak pelecehan seksual, dimana dalam lingkup
sosial korban dari pelecehan seskual ini mengakibatkan korban menjadi seseorang
yang tertutup, lebih sulit untuk melakukan interaksi sosial dengan orang-orang
yang ada disekitar korban dan seringkali lingkungan sosial korban membuat

korban dikucilkan dari lingkungan sosialnya.43
E. Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual
1. Pengertian Tentang Koban

Istilah korban, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kejadian dalam
pristiwa/perbuatan  kejahatan yang mengakibatkan penderitaan.** Korban
merupakan suatu realitas yang benar-benar ada yang muncul akibat perbuatan
kejahatan, sehingga dalam perbuatan kejahatan yang diakukan mempunyai korban

dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Adanya korban adalah sebuah indikasi

*2 Waspiah Waspiah et al., “Student Edited Law Journals: Strengthening the Creativity of Law
Students in a Challenging Era,” Journal of Creativity Student 7, no. 2 (2022): 133-54,
https://doi.org/10.15294/jcs.v7i2.38493 him. 192.

* Ibid, him 194

# «KBBI ONLINE,” n.d., https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korban. Diakses pada tanggal 18
April 2024 pukul 14.30 WIB.



25

bahwa ketertiban sosial yang telah ada terganggu, oleh karena itu dari sudut
pandang legalitas, korban seringkali secara jelas terperinci.®® Dalam hal ini akibat
dari perbuatan kejahatan yang mempunyai korban maka secara jelas asas legalitas
untuk dipandang secara jelas dengan sudut pandang asas legalitas. Berdasarkan
ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban dalam Pasal 1 angka (2) menyatakan bahwa “Korban adalah seseorang
yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang
diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Tindak pidana (strafbaar feit) merupakan
kejahatan atau perbuatan yang terwujud dalam peraturan pidana, dimana yang di
lakukan oleh perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat
secara konkrit."®

2. Jenis Korban

Perluasan korban berada di dalam ilmu victimologi dengan memberikan secara
luas dengan melihat berbagai peran yang dapat dikatakan menjadi korban. Berikut
perluasan korban dalam viktimologi:

a. Korban perseorangan adalah penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun
nonmaterial dapat didapatkan pada setiap orang individu;

b. Korban institusi adalah mengalami suatu penderitaan yang merugikan
dalam menjalankan fungsinya dengan kurun waktu yang berkepanjangan
akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun becana alam;

c. Korban lingkungan adalah setiap kerugian yang melingkupi lingkungan
alam didalamnya yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah
dan kepada manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak
bertanggung jawab;

d. Korban masyarakat adalah masyarakat yang diperlakukan secara
diskriminatif atau tidak adil, tumpang tindih dalam pembagian hasil,

pembagunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak

** Mulyana W. Kusuma, Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi (Bandung:
alumni, 1981) hlm. 109.

* Tri Andrisman, Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta
Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013 (Bandar Lampung: Aura, 2013) hlm, 69.
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budaya yang dilakukan oleh bangsa dan negara.*’

[Imu viktimologi berkembang secara luas tidak melihat hanya dalam sudut posisi

korban melainkan juga dengan melihat berbagai jenis-jenis korban, yaitu:

a.

Nonparticipating Victims, yaitu suatu usaha-usaha dalam berbagai upaya
yang diberikan dalam penaggulangan kejahatan mereka tidak meberikan
kepeduliannya atau tidak peduli.

Latent Victims, yaitu mereka memiliki suatu keperibadian yang bermacam-
macam sehingga berpeluang menjadi korban.

Procative victims, yaitu memicu timbulnya perbuatan sehingga muncul
kejahatan.

Participating victims, yaitu mereka yang kurangnya untuk menyadari atau
memiliki prilaku tertentu yang membuat mereka rentan akan menjadi
korban dengan mudahnya.

False victims, yaitu mereka yang terjerumus menjadi korban akibat
terjadinya tindakan yang mereka lakukan dengan sendirinya.*®

Korban dilihat dalam sudut pandang keadaan dan status korban, yaitu:

Unrealated victims, yaitu korban tidak memiliki status kedekatan dalam
hubungan dengan pelaku;

Provocative victims, yaitu rangsangan yang diberikan untuk dilakukan
oleh sesorang secara terus menerus menjadi korban;

Participating victims, yaitu sikap seseorang yang mengakibatkan
menjadikan dasar untuk menjadi korban;

Biologically weak victim, yaitu fisik lemah yang dimiliki seseorang dapat
menyebabkan seseorang ini menjadi korban;

Socially weak victims, yaitu mereka memiliki kasta sosial yang dipandang
tidak bisa berbuat apa apa dapat menyebabkan dirinya menjadi korban;
dan

Self victimizing victims, yaitu perbuatan kejahatan yang dilakukan atas
kemauannya sendiri dan dilakukannya sendiri sehingga menyebabkan
dirinya menjadi korban.*

3. Kedudukan korban dalam Tindak Pidana

Korban menjadi salah satu dari perbuatan dalam tindak pidana yang dilakukan,

perbuatan yang dilakukan ini menimbulkan sebab akibat dari perbuatan pelaku

*" Bambang Wahyo, Viktimologi Perlindungan Korban (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

*8 Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Utama, 2006).

* Chaerudin dan Syarif Fadillah, Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Hukum
Pidana Islam (Jakarta: Ghalia Press, 2004).
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ditimbulkan sehingga terdapatnya korban. Muculnya sebab akibat ini dikarenakan
pelaku dan korban saling bersangkutpaut sehingga menimbulkan sebab akibat

yang timbul.

Dapat dilithat menurut seorang ahli sarjana hukum Mendelshon bahwasanya
terdapat hubungan pelaku dengan korban dalam kesalahan yang diperbuat
sehingga korban memiliki derajat kesalahannya sebagai korban yaitu:

Korban disini sama sekali tidak bersalah;

Korban menjadi perannya akibat kelalaiannya;

Korban setara sama dalam kesalahnnya bersama pelaku;

Korban berperan bisa menjadi lebih bersalah daripada sipelaku; dan
Korban dinyatakan benar-benar bersalah sehingga pelaku dibebaskan.*

o0 o

Dalam hal ini kedudukan korban sangat berperan penting dalam munculnya
perbuatan kejahatan yang mengakibatkan terdapatnya korban, dalam hal ini
pelaku dan korban saling berhubungan dalam timbulnya kejahatan. Dimana
pelaku melakukan perbuatan kejahatan dan munculnya korban yang memikul
peran dengan mengakibatkan fisik cidera, psikis terganggu, kerugian materiil

maupun nonmateri akibat perbuatan kejahatan yang ditimbulkan.
4. Peranan Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Perbuatan kejahatan yang menimbulkan korban, dengan mengakibatkan korban
mengalami banyak kerugian fisik, psikis, materiil maupun non materiil. Dalam hal
ini korban berhak mendapatkan perlindungan hukum akibat dari perbuatan tindak
pidana kejahatan dengan tujuan untuk melindungi korban. Perlindungan korban
menjadi suatu cita-cita Negara Indonesia untuk diwujudkan yang diatur dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-4 dan juga diatur dalam Pasal
28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di

hadapan hukum”.

%0 Deni Achmad dan Firgenefi, Pengantar Kriminologi Dan Viktimologi (Bandar Lampung: Justice
Publisher, 2016).
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Perlindungan korban dalam tindak pidana pelecehan seksual tercantum pada
Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 jo Undang-Undang No. 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam Undang-Undang yang
diberlakukan untuk perlindungan korban ini agar korban mendapatkan suatu
upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman
kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Upaya memberikan bantuan
dalam perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual ini, harus diberikan
pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual agar untuk
mencegah peristiwa berulang. Disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual ini mencakup semua kepentingan masyarakat dan terutama
terhadap korban dari tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Salah satu pakar
ahli hukum yakni Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian
perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yai‘cu:51

a) “Dapat diartikan sebagai suatu perlindungan hukum untuk tidaknya
menjadi korban tindak pidana, (berarti dalam hal ini mengacu pada
perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).

b) Dapat diartikan sebagai suatu perlindungan guna mendapatkan
jaminan/santunan hukum atas suatu kerugian dari penderitaan orang yang
telah menjadi korban tindak pidana, (jadi lebih jelasnya bisa dilihat
sebagai penyantunan korban). Santunan yang didapatkan ini bisa berupa
pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin(antara
lain dengan pemaafan), pengembalian ganti rugi (restitusi, kompensasi,

jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.”

Korban pelecehan seksual perlu mendapatkan perlindungan hukum yang
seadilnya agar korban mendapatkan rasa aman dan nyaman tanpa adanya ancaman

pengulangan, sehingga korban terjamin dalam proses pemulihan.52 Terdapat upaya

! Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Dan Pengembangan Hukum Pidana
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998) hlm, 156.

%2 Irvan Maulana dan Mario Agusta, Konsep dan Implemtasi Restorative Justice di Indonesia,
Datin Law Jurnal, Vol 2. No 2, (2021), him. 62.
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pemulihan dengan cara penyelesaian secara Restorative Justice sebagai jalan
keluar tindak pidana pelecehan seksual. Dalam upaya penyelesaian ini kurang
meminimalisir untuk melindungi korban, dikarenakan pelaku tidak mendapatkan
hukuman yang dapat merugikan sipelaku, sehingga pelaku akan kembali
berkeliaran dengan presentase mengulangi perbuatan tersebutn berulang. Hal ini
menjadikan korban kurang adil untuk mendapatkan perlindungan hukum yang
seharusnya didapatkan oleh korban dengan adanya keadilan yang sama dihadapan

hukum dan rasa aman dan nyaman dalam proses pemulihan.

F. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Sudikno Metokusumo, mengatakan bahwasanya fungsi hukum sebagai gerbang
untuk melindungi sebuah kepentingan manusia, sehingga pelaksaannya wajib
dilakukan secara normal, damai dalam hal ini masih diselaraskan dengan
maraknya pelanggaran hukum, sehingga dalam masalah ini harus terdapatnya
hukum yang diperlu ditegakkan dengan tujuan hukum menjadi sebuah
kerealitasan yang valid. Dalam hal ini pengakkan hukum yang dikutip oleh
Siswanto Sunarno, adalah berisi suatu norma-norma hukum, yang mengandung

unsur suruhan, memberikan kekuasaan, membolehkan, dan menyimpangi.

Soerjono Soekanto mengeluarkan pendapat mengenai penegakan hukum
mempunyai berbagi faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap
penegakan hukum menjadi berdampak positif dan negative dari lingkup faktor
tersebut.” Dalam hal ini munculah ketidak selarasan dalam nilai, kaidah, dan pola
prilaku, sehinga mengakibatkatkan perilaku menjadi tidak tertuju dan dapat
menganggu ketenangan dalam pergaulan hidup. Maka pengekkan hukum ini
menjadi tidak berjalannya yang sesuai dengan seharusnya, hal ini diakibatkan
adanya sebuah faktor-faktor yang muncul sehingga membawa arus untuk

mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

53 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT.

Rajawali Pers, 2005).him. 3
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Faktor hukum sendiri

Berasal dari perturan sendiri yaitu undang-undang atau peraturan tertulis
yang secara umum dibuat secara khusus oleh pemerintahan dan
diberlakukan untuk umum, tetapi muncu permasalahan penegakkan hukum
yang berasal dari undang-undang dikarenkaan penafsiran yang tidak jelas
dalam tiap kalimat-kalimat memunculkan kesimpang siuran, belum adanya
waktu dalam dibuat peraturan pelaksanaanya, sehingga mengakibatkan
undang-undang ini tidak dapat dijalankan.

Faktor penegak hukum

Penegak hukum memiliki peran tugas masing-masing dalam mengakan
hukum, tetapi jika tidak bisa mnejalankan sesuai dengan undang-undang
maka dalam hal ini akan memicu dampak negative terhadap jalannya
pengekkan hukum. Penegakkan hukum dinyatakan berhasil ketika penegak
hukum memmiliki suatu moralitas dalam diri penegak hukumnya.
Sehingga membawa kerangka implementasi penegakkan hukum
memberikan suatu keadilan tetapi tanpa adanya kebenaran adalah suatu
kebejatan. Penegakkan kebeneran tanpa adanya suatu kebenaran dalam
menegakkannya adalah suatu kemunafikan. Dalam hal ini penegakkan
hukum harus dilakukan secara adil.

Faktor sarana dan fasilitas

Tanpa adanya suatu sarana dan fasilitas yang memadai dalam penegakkan
hukum mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan trampil,
organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang
cukup, dalam hal ini bila tidak terpenuhi maka akan sangat sulit untuk
berjalan dalam melakukan penegakkan hukum untuk berlangsung dengan
baik.

Faktor masyarakat

Masyarakat di Indonesia merupakan masyarakat dengan banyaknya akan
golongan etnik yang berbeda-beda. Sehingga penegak hukum harus
memahami kasta keadaan sosial tiap masyarakat dengan tujuan untuk

memudahkan penegak hukum mengidentifikasikan nilai-nilai dan norma-
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norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam tiap lingkungan masyarakat
tersebut.

e) Faktor kebudayaan
Dalam kebudayaan ini mencakup nilai-nilai yang medasari untuk hukum
yang berlaku, kemudian nilai-nilai konsepsi mana saja yang dianggap baik
ditengah masyarakat yang memiliki tingkat kepatuhan yang masih rendah
dalam ketaatan aturan masyarakat, sehingga menimbulkan masyarakat

untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi.>*

% Soekanto.Soekanto, Ibid, him. 12



I1l. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah melihat
kecenderungan permasalan yang di lihat secara hukum dari sudut pandang norma-
norma saja. Sedangkan Pendekatan yuridis empiris adalah untuk memperoleh
kejelasan dan pemahaman dari permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan
penelitian berdasarkan realitas yang ada.>® Dengan kedua pendekatan ini dimana
memperoleh gambaran secara pendekatan normatif dengan melalui /library
research atau melalui studi kepustakaan dengan tahap-tahap seperti membaca,
menelaah, mengutip, menganalisa, dan menarik kesimpulan dari teori-teori hukum
dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam
penelitian ini dengan tetap pada berdasarkan studi lapangan atau mengkaji ilmu
hukum yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris guna mendapatkan
pemahaman dan kejelasan dari permasalahn penelitian berdasarkan hasil

wawancara narasumber dan fakta yang ada.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh penulis secara langsung dari
penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara narasumber, untuk
mendapatkan data yang berhubungan dengan objek permasalahan yang dibahasa

dalam penelitian.

*® Abdulkadir Muhammad, “Hukum Dan Penelitian Hukum” 8, no. 1 (2004): 15-35.
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Data Skunder

Data skunder adalah data yang digunakan untuk menjawab dalam permasalahan

ada penelitian itu melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip,

mempelajari dan menelaah literaltur-literatur atau bahan-bahan yang ada.

a.

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang terdiri dari aturan-aturan hukum

yang terdiri dari:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b) Undang-Undang No, 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual;

c) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

d) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative.

. Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku,

jurnal, karangan ilmiah, dan artikel, serta internet dan media masa yang
memiliki kaitan dengan pembahasan mengenai Penyelesaian Secara

Restorative Justice.

. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk

dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lainseperti
Buku-Buku Literatur dan Karya Ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan
penelitian, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum

maupun Majalah dan Surat Kabar/Media Cetak.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk

memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Penyidik Unit PPA Polresta Bandar Lampung : 1 orang
2) Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila :_1 orang+

Jumblah 2 orang
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1.

Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi

lapangan sebagai berikut:

a.

2.

Studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan
menelaah literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan, serta
bahan hukum lainnya yang menunjang dan berhubungan dengan permasalahan
yang akan dibahas.

Studi lapangan, yaitu dengan cara dilakukan melalui kegiatan wawancara
(interview) kepada narasumber penelitian hal ini berusaha guna mengumpulkan
berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang

dibahas dalam penelitian

Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu kegiatan

merapikan dan menganalisa data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi

data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapan,

pengklasifikasian atau pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan

pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut :

a.

Identifikasi data, yakni meneliti atau memeriksa ulang data yang sudah
diperoleh dari kepustakaan dan dari hasil wawancara responden.
Klasifikasi data, yaitu yaitu penggolongan atau pengelompokan data dengan
membandingkan, menguraikan data serta medeskripsikan data menurut pokok
bahasan yang telah ditentukan kemudian ditarik kesimpulannya.
Sistematisasi data, yaitu yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara

sistematis hingga memudahkan interpretasi data.
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E. Analisis Data

Data penelitian ini diolah secara kualitatif. Dengan usaha untuk menemukan
jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah serta hal-hal
yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan kemudian diuraikan dan
dianalisis menurut kenyataan yang diperoleh dalam penelitian dengan bentuk
kalimat ilmiah berupa jawaban dari permasalahan yang berdasarkan hasil

penelitian.



V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang teah diuraikan di atas maka

penulis menarik kesimpulan:

1.

Penerapan restorative justice menjadi upaya untuk menyelesaikan kasus
tindak pidana pelecehan seksual dengan tercapainya perdamaian antara kedua
belah pihak. Dalam hal ini penerapan restorative justice tidak bisa dijadikan
sebagai upaya dalam menyelesaikan tindak pidana pelecehan seksual tersebut.
Bahwasanya pelecehan seksual merupakan perbuatan kejahatan kekerasan
seksual yang dimana semua kejahatan yang berkaitan dengan kekerasan
seksual ini sudah teregulasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan tujuan untuk
mencegah segala bentuk kekerasan seksual; melindungi, dan memulihkan
korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan menjamin
ketidakberlangsungan kekerasan seksual. Sehingga dalam hal ini penerapan
restorative justice dijadikan penyelesaian, maka hal ini kepastian hukum yang
didapat korban tidak didapatkan sesuai dengan regulasi yang sudah
ditetapkan.

Hambatan dalam tercapainya menerapakan penyelesaian secara restorative
justice antara kedua belah pihak ini, di mana aturan yang kurang eksplisit
untuk dipahami dan ditegakan bagi para penegak hukum dan para masyarakat
sekitar dan minimnya sebuah lembaga untuk korban mengadu secara
langsung, sehingga dalam hal ini menjadikan sebuah faktor yang dominan
untuk menjadi budaya patriaki karena menganggap korban pelecehan seksual

tidak suci lagi dan korban merasakan ketidakberanian
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1.

Pelecehan seksual merupakan perbuatan kejahatan kekerasan seksual, yang
dimana kejahatan ini sudah terugulasikan dengan menetapkan Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual, hal
ini ditetapkan bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
melindungi, dan memulihkan korban; melaksanakan penegakan hukum dan
merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
menjamin ketidakberlangsungan kekerasan seksual. Sehingga dalam hal ini
diharapkan tindak pidana pelecehan seksual diselesaikan sesuai ketetapan
regulasi yang diberlakukan yaitu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual agar tujuan aturan yang
berlaku ini tercapai.

Penegak hukum memiliki wewenang mengadili perkara pidana, menegakan
hukum dan keadilan. Menerima, memeriksa dan memutu perkara pidana dan
menjalankan peradilan berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak.
Terdapat saran agar para penegak hukum di harapkan menjalankan wewenang
yang sudah diterima sesuai dengan sebuah aturan akan kejahatan pelecehan
seksual yang teregulasi dan ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Selain itu diharapkan
masyarakat tidak memprovokasi korban ketika korban kembali ke dalam
lingkung lingkungan sosial. Serta diharpakan untuk memperluas sebuah
prasarana dan fasilitas ditiap persebaran daerah di Indonesia dalam tempat
untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada para saksi dan/atau
korban yang dimiliki para saksi dan korban. Dalam hal ini agar saksi dan
korban mendapatkan rasa aman dan nyaman sampai korban kembali benar-

benar pulih seperti semula.
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